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éEMERiNTAH "KABUPATEN-_? KAPUAS HUL‘U -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 16 TAHUN 2013
' TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 |

DENGAN RAHMAT ’I‘UHAN YANG MAHA ESA
BUPA’I‘I KAPUAS HULU,

_ bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagmmana d1rnaksud dalarn Pasal 181 ayat ( 1) Undang--- B
.Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa R
- kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah- mengajukan ° ..
‘. Peraturan. Daerah - tentang Anggaran Pendapatan. dan . Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan_ﬁ'.
_ 'Perwakllan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperolch persetujuan bersama, . S

- -_bahwa Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dlajukan .
sebagaumana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan ‘dari Rencana Kerja Pemerintah - -
- Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan dalam . kebljakan umum-APBD sérta prioritas dan plafon.' L
:anggaran yang telah dlsepakatl bersama antara pemerlntah daerah dengan DPRD; o

: bahwa berdasarkan pertlmbangan sebaga1mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu“ '
. .menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun co
-Anggaran 2014; - = |



Menglngat 1.

_;Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 |
Tahun 1953 tentang: Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik -

Indonesia. Tahun 1953 Nomor. 9)- sebagai Undang- Undang {Lembaran Negara Repubhk Indonesmi..

(s Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 1820),

. .'-Undang-Undang Nomor 12 'I‘ahun 1985 tentang Pajak Bum1 dan’ Bangunan (Lembararl Negara'_'_'--_f'-_'} _'
" 'Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara. Repuiblik Indonesia Nomor. -
' 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan -

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pa_}ak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

Repubhk Indones1a Tahun 1994 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor‘"_ =
,3569L : : ' S

. -Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan I—Iak Atas Tanah dan Bangunanf :

(Lembaran *Negara - Repubhk Indonesia Tahun: 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 3688) sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik - Indones1a Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

S _Republik Indonesia Nomor 4250);. - - - :
. Undang-Undang’ Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk
“Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, ‘Tambahan Lembaran’ Negara Republik Indonesia Nomor 4286); @ .. = [

.- Undang- Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Repubhkf
' Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba_han Lembaran N egara Repubhk Indonesia Nomor 4355); '

: Undanngndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang. Pemerlksaan Pemgelolaan Dan Tanggung Jawab:-.'._
. Keuangan'. Negara (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan_-'_'-
) Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4400);" ' o : : : -

.3'Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 'S1stem Perencanaan Pembangunan Nasmnal.:f.'.'.

(Lembaran Negara Repubhk Indone51a Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara- ._

_Repubhk Indonema Nomor 4421), c



11,

;__'_'__Undang Undang ‘Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara_-.__
" Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia "+ -
. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12. =~ =~

- Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004 tentang
. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan_"--'-.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); . RN

'10. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per1mbangan Keuangan antara Pemerlntah Pusat-,;_-'f-__'-j R
- dan' Pemerintahan Daerah (Lembaran ‘Negara -Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 B
- - Tambahan Lembaran Negara Republik ] Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusx Daerah (Lembaran__ :
- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk.'-:-'-'

Indonesia Nomor 5049);
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ‘Peraturan. Perundang undangan .

" “(Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara -

- 14,
- Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah’ (Lembaran Negara Republlk o

" 16.

- Republik Indonesia Nomor 5234);
13.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas |
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor'
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); ' :

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Repubhk'.

Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); =~
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahur 2004 ‘tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan' L

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia = "~
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebaga1mana e
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 : Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas =
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan. Keuangan - - =
" Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik- Indonesia. . .

Sk ~Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 47 12), o



L

Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara 'Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

‘Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republlk Indonesm Tahun 2012

- - Nomor 171, Tambahan: Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 5340);-

Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang ‘Dana Per1mbangan (Lembaran Negara C .

- Republik- Indonesm Tahun 2005 Nornor 137 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a_'_

: __..-Nornor 4575), : :
. Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem Informa81 Keuangan Daera.h‘

(Lernbaran Negara - Republik - Indones1a Tahun 2005 Nomor 138 Tarnbahan Lembaran Negara‘-

21.

- " Pemerintah = (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran_
e Negara Repubhk Indonesia Nomor 4614), L . L
» _Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntan51 Pemermtahan [Lembaran_ !
.- .7+ Negara' Republik Indones1a Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Repubhk-- :
.. Indonesia Nomor 5165), L :

- Republik Indonesia Nomor 4576};
20
77 Negara Repubhk Indonesm Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesm

Peraturan. Pemenntah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Nomor 4578); -

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); L

Peraturan Pemermtah Nomor 8 ' Tahun 2006 tentang Pelaporari Keuangan dan Kmer_]a Instansi

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang P1njaman Daerah (Lembaran Negara Republlk '

~ _ Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonema Nomor 5219);.

25.

‘Peraturan Pemerlntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ‘Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

- Daerah sebagalmana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan: Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam Negerl Nornor 13

R : _Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



. 27

.- 20 14

. 28.

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggar an
‘ Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; - '

Keputusan Gubernur Kahmantan Barat Nomor 566/ BPKAD / 20 13 tentang Eva.luam Rancangan

 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah = .~ = =
~ Tahun. Anggaran 2014 dan Rancangah Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang PenJabaran Anggaran.;__i_..';:‘ Te o
R Pendapatan dan. Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2014; o AR
20, Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah’ Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2013 RS
©tentang Peersetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah o
Kabupaten Kapuas Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah " Tahun Anggaran 2014
dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran - =

Anggaran Pendapatan dan’ Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 bcrdasarkan Hasﬂ Evalua31

' Gubernut Kahmantan Barat

Dengan Persetujuan Bersama

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
L BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN

_ Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

" Pasal 1

.'__:'-"'_._:-Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2014 beljumlah Rp 1154 496 936 192 OO dengan '
. T,;nnc1an sebagai berikut : : : : o

- Pendapatan Daerah hE o - -_ AT Rp 1. 130 610 672.446,00

Belanja Daerah

Rp.1. 098 985 672 446 ,00(- I




LAy Pendapatan Asli Daerah sejumlah PR o ‘Rp. 34.370.922.000,00

'Pe_rnt_)__)iaya'aﬁ' Daerah o I P e ST
© ., . a  Penerimaan - .- ... - . - .0Rp.- 57.387.569.746,00
» b, o Pengeluaran oo *. R, 81.625.000 000,00 ()

Pembanaan Netto SR R ) Rp. 25 762 569 746 00(-1

pasa_l 3 e .

Pendapatan Daerah sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 1 terdm dan

b. Dana Perimbangan sejumlah - o .' Rp.1.023.852.180.000,00

¢ Lam Laln pendapatan daerah yang sah seju:nlah S Rp 15 000 000' 000 00

. 1'_.Pendapatan Ash Daera.h sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a: terdln dan _]ems pendapatan
‘a. Pajak daerah sejumlah - o Rp.  10.333.500.000,00 .
'b. Retribusi daerah sejumlah - ' ~  Rp. 10.037.422.700,00

' ‘¢, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang d1p1sahkan sejumlah . Rp.. .7.000.000.000,00 -

e fd ‘Lain-lain pendapatan asli daerah Yang sah sejumlah - i _RP 7.000. 000 000 00

._Dana Perlmbangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf. b terd1r1 dan _]ems pendapatan

a. Dana bagi hasil sejumlah T - . Rp. 45.250.000.000,00 .

i ~'b. Dana alokasi umum sejumlah - S . -'_Rp 873.552.160.000,00.
S c. Dana aloka31 khusus sejumlah T E R lRp 108.050. 020 000 00

" a, Hibah sejumlah IR - S Rpeioco 0,00

. Dana darurat sejumlah o s T -'j -Rp;"""" L 0,00

""" ¢. Dana Bagi Hasil Pajak se_]urnlah S - Rp.* 15 000 000 000 000+
"’ +d, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah - 4. Rp S 0 ,00
. B

. Bantuan keuangan dari provinsi atau darl pemenntah T A
_daerah lamnya se_lumlah Co L o s Rpe "”0,00 C

Slsa Leblh Pemblayaan Anggaran tahun Berkenaan _' CoRpe 0 00 RENEA

Lam lam pendapatan daerah yang sah sebagannana dlmaksud pada ayat (1} huruf c terdm dar1 _]CI‘IIS pendapatan 3: ,. | :



SN .'.:"';:f_Belanja Daerah sebagalmana dunaksud dalam Pasal 1 terd1r1 dan LR i
.+ d." Belanja tidak langsung sejumlah e ‘Rp.. 483 766 254 339 oo
.“':--'._:e Belanja langsung sejumlah Rpi_ﬁ:' 614 231 265 107 00

."'Belanja tldak langsung sebagaumana dlmaksud pada ayat (1] huruf a terdm da.n Jems belanJa
- Belanja pegawai ‘sejumlah R _ \ . ‘Rp.. 366 205 429 339,00 . ..

.- Belanja bunga sejumlah Z ST I T L o Rporon -0 00'3_:,"_ R
“Belanja subsidi se_lumlah St e RpY T e 0,00
. Belanja hibah sejumlah . L e T Rp 33 253 525 000 00
‘Belanja bantuan sosial sejunﬂah Lo i Rplt 4 248 000.000,00° -~
" Belanja bagi hasil sejumlah. L e Rp. 0,000 P
" Belanja bantuan kepangan se_lumlah Lo U Rp.s 75 359 300000, 000 2.7
. jBelanJa tldak terduga sejumlah - T e Rp. - 4. 700.000. 000 00 ..

b".-:qn. ™. sb' f:nl-f ﬂc' 95

(3) IBelanJa langsung sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darl jenis belanJa :

' a. Belanja pegawai sejumlah _ Rp. 30.298.809.400,00

- b. Belanja barang dan jasa se_lumlah T . Rp. 262.858.578.313,00 .. =
c Belanja modal se_]umlah IRERE S, B o Rp 322.062,_030;394;0.03':-3.--'-";"';_ e

Pasal 4

el .(.1.)'_;:'=._'Pemb1ayaan daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 tcrdlrl darl"f' " LT
"2 a. Penerimaan-sejumlah - T L P AR T 'Rp.- 57.387.569.746,00 .
b Pcngeluaran sejumlah ~Rp. 31, 625.000.000,00 -

T (2), 'Penenmaan sebagalmana cllmaksud pada ayat (1) huruf a terd1r1 dan _]enls pemblayaan

~.~.a, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran RE s R
*sebelumnya {SiLPA) sejumla: - G e e R :' Rp 557 387 569 746 00
.-Pencairan dana cadangan sejumlah e B o 0,00
Hasil pen_]ualan kekayaan Daerah yang dlplsahkan se_]umlah
.Penerimaan pinjaman daerah Sejumlah oL
- Penerimaan’ kembali pembenan pm_]aman sejurnlah
: -Penenmaan plutang daerah se_]umlah -

O 0,000 0
0,000

':_-i-r-ﬁ 'sv_,:;»}pi:- c'r.':_
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Lamp1ran I

-E:Lamp1ran ig
+Lampiran IIT - .

Lampiran IV
- Lampiran V.

Lampiran VI

- Lampiran VII

* Lampiran VIl -
Lampiran IX -

. Lampiran XI -

Sh1ss

._Pengeluaran sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) huruf a terdm dar1 Jems pemb1ayaan

.-:Pembentukan dana cadangan sejumlah .. S _=Rp. 0, OO ‘

.- Penyertaan modal (investasi)- Pemermtah daerah sejumlah {_f--_-_Rp 16 625 OOO 000 00 .- T
~ Pembayaran pokok utang se_lumlah Sl e TR 15 ooo ooo 000 000 .-
.’-;-Pembenan pmjaman daerah sejumlah 'i_:_ AR '.f_Rp. ST O 00_ BT

Pasal 5

: _Uraxan leblh lan_}ut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Larnplran L
-yang merupakan baglan tidak terpisahkan darl Peraturan Daerah 1n1, terdlrl darl : : 7 :
: Ringkasan APBD; o SNSRI : SR
: .Rlngkasan APBD menurut Urusan Pemerlntahan Daerah dan Orgamsasn, e L -
v R1nc1an APBD menurut Urusan Pemermtahan Daerah Orgasmsam Pendapatan Belan_]a dan _
L -'Rekap1tu1a31 Belanja menurut Urusan Pemermtahan Daerah Orgamsas1, Program dan Keglatan
. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
~ .dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
;- Daftar Jumlah Pagawai Per Golongan dan Per J abatan, o
: Dalftar piutang daerah; o
: Daftar penyertaan. modal (1nvestas1) daerah _ S
2 Daftar Perkiraan Penambahan dan- Pengurangan Aset Tetap Daerah -
Daftar perk1raan Penambahan dan Pengurangan aset lamnya I S Ll
> Daftar keglatan keglatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dlselesalkan dan’ dlanggarkan kembah:_ o
. dalam tahun anggaran ini; - . - : T
. Daftar dana cadangan daerah dan

- Lampiran XIII - Daftar plnjaman daerah dan obhga81 daerah

Pasal 6

o Bupatl menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagal landasan operasmnal
'pelaksanaan APBD S e s : - : R



RN ]
LN LR Loy

e,
LT

Pasal'? B

e Peraturan Daerah 1n1 mulal berlaku pada tanggal d1undangkan

Agar set1ap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan
R Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ) : : |

- ".'Dmndangkan di Putu331bau .
L _pada tanggal 31 Desember 2013

Plh. § SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,' e

YOHANA ENDANG

S LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
o _':NOMOR 13

Peraturan "Daerah ini ._.."___-dejng'aifi 'penemp_éfénny_a '_ dalam | o
D1tetapkan d1 Putusmbau L
pada tangga_l 30 Desember 2013

BUPATI KAPUAS HULU

A, M. NASIR



